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ABSTRAK

Muhammad Faizal (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Kelurahan Di
Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. (Dibimbing
oleh Ansyari Mone dan Adnan MA’ruf).
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transparansi pada® hal 3 erbukanya akses bagi

masyarakat dalam m P‘ED masi 1 -,17 AM
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Menurut Kristianten, (2006), transparansi akan memberikan dampak
positif dalam tata Pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan
pertanggung jawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat
terhadap para pemegang otoritas, pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun
2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan
Kabupaten Enrekang, bahwa Alokasi Dana Kelurahan yang diberikan

langsung kepada Kelurahan untuk dikelola oleh Pemerintah Kelurahan,




dengan ketentuan dalam proporsi penggunaan yaitu 30% (tiga puluh per
seratus) digunakan untuk biaya operasional Pemerintahan Kelurahan dan
Badan Permusyawaratan Kelurahan (BPD) dan 70% (tujuh puluh per seratus)
digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Lembaga-lembaga Kemasyarakatan lain divharapkan menjadi pionir
dalam kegiatan kegiatan pemberdayaon masyarakat danediyharapkan mampu
mendorong dterwujudnya. spartisinasi ¢ masvarakat baik, dalam perencanaan
kegiatan maupui dalam pelaksanaan kegiatan, terlebih karena lembaga
kemasyarakatan  yang ada di - Kelurahan  Galonta sudai mengetahui
karakteristik masyarakat setemipat. Terjadi-di Kelurahan Galonta yang dijabat
Sinariptah Aswad di /Kecamatan Enrekang Kabupaten Lnrekang tahun
anggaran (20194 diduga’ kuat Adidak 'melibatkan | dan’snemberdayakan
masyarakatnya. Salahe satu sumber informasi dari masyarakat Kelurahan
Galonta yang' meminta udentitasnya dirahasiakan. bahwa dana kelurahan
tersebut tidak melibatkan masyarakat baik pelaksanaan pekerjaan maupun
pengadaan material. Apa lagi pengelolaan keuangannya semua dikelola oleh
ibu lurah, untuk pelaksana kegiatan tersebut kelurahan tidak melibatkan
kelompok tani atau kelompok masyarakat lainnya.
(WWW.MITRASULAWESLID)

Hal di atas menyebabkan lembaga-lembaga kemasyarakatan kesulitan
untuk melakukan kegiatan yang bertahap. Padahal untuk bisa mewnjudkan
pemberdayaan masyarakat tidak hanya memerlukan satu atau dua kali

kegiatan, melainkan beberapa kali secara bertahap dan berproses secara



berkesinambungan sehingga memerlukan waktu yang lama dan dukungan
dana yang besar.

Masalah-masalah yang timbul dalam usaha memberdayakan
masyarakat tentu tidak hanya berpusat dari Pemerintah Kelurahan sendiri
sebagai pengatur di tingkaf Kelurahan tetapi jugahdalam interen masyarakat
Kelurahan. Sebagiamymasyarakat Kelurahan Galonta dengan budaya dan adat
yang masih’ melekats fentu tidak ' mudahi dalam’Gninanggapiy, perubahan
meskipun itu perubahan positif yang memberikan manfaat bzgi masyarakat itu
sendin. Buday2"di sinritermasuk cara pandang dan kcbiasadn masyarakat.
Masyarakat tersebut pada —umumnya ‘memang tidak menunjukkan sikap
menolak pemoerian bantuan dari  Pemerintah Kelurabant yang dapat
menunjang kehidupan (mereka,  namun  masyarakat - fersebut enggan
berpartisipast dalam’” pelaksanaan. kegiatan.. Hal itu - seharusnya menjadi
perhatian tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten dalam upaya memberdayakan
masyarakat.

Akibatnya dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan tersebut tidak
melibatkan masyarakat baik pelaksanaan pekerjaan maupun pengadaan
material, apa lagi pengelolaan keuangan semua di kelola oleh Ibu Lurah
langsung, dan pelaksanaan kegiatan kelurahan tersebut sama sekali tidak
melibatkan kelompok tani ataupun kelompok masyarakat lainnya. Hal tersebut
menjadi masalah Pemerintah Kelurahan Galonta dalam upaya transparansi
Alokasi Dana Kelurahan. Merujuk kembali kepada tujuan Pemerintah

Kabupaten mengenai transparansi Alokasi Dana Kelurahan sebagai seperti



yang diketahui bahwa tujuan dana desa dan dana kelurahan salah satunya
adalah untuk memberdayakan masyarakat setempat. sebelumnya harus dilihat
juga kondisi masyarakat Kelurahan yang ada. Kalau sebagian besar
masyarakat berprofesi sebagai petani demgan kebanyakan berpendidikan SD
maka kita bisa tahu bagaifana kondisi penghasilan masyarakat Kelurahan.
Dengan demikiangupaya menumbuiikian, swadaya darinmasyarakat akan
menjadi masalah'tersendin‘melihat kondisi vaasyarakai/K clurahan tersebut,
Dalam transparansi Anggaran Pemerintah, Kristianten (2006)
mengatakan pclaksanaan transparansi di ukur melalui beberapa indikator
yaitu;
1. Ketersediaan dan aksebilitas dokumen
2. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan bidva
3. Kemudahan akses miformasi
4. Menyusun suatu mekanisme pengaduan ks tsrjadi pelanggaran
Penyaluran informasi ke masyarakat tentang pelaksanaan Alokasi
Dana Kelurahan masih kurang karena tidak ada upaya dari Pemerintah
Kelurahan untuk menyalurkan informasi melalui media seperti papan
pengumuman Kelurahan sehingga masih banyak masyarakat yang tidak
mengetahui tentang transparansi pengelolaan dana kelurahan tersebut.
Berdasarkan latar belakang diatas kemudian keinginan penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Transparansi
Pengelolaan Dana Kelurahan Di Kelurahan Galonta, Kecamatan

Enrekang, Kabupaten Enrekang”



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut di atas maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1.

tujuan dalam

penelitian ini adalah :

1. Untuk mengtahui ketersediaan dan aksebilitas dokumen di Kelurahan
Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang.

2. Untuk mengetahui penyediaan informasi tentang prosedur dan biaya di
Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang,

3. Untuk mengetahui Pemerintah kelurahan menyalurkan informasi
pengelolaan Dana Kelurahan ke masyarakat di Kelurahan Galonta,

Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang.



4. Untuk mengetahu1 mekanisme pengadaan jika terjadi pelanggaran di

Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dih

a pengetahuan
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LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdah

ini menggunakan perspektif jaringan yang membahas beberapa aspek

penting vyaitu: komposisi aktor, pola jaringan, dan faktor penentu
efektifitas jaringan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan
unit analisis seluruh organisasi yang terlibat dalam penyediaan informasi
laporan anggaran melalui website www. jambiprov.go.id. Penentuan
informan dilakukan secara berantai dengan metode snmowbdall dimana
pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam,

pengamatan pasif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa



komposisi aktor terdiri dari sepuluh organisasi yang terlibat dalam konteks
Aksi Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) berdasarkan
Intruksi Presiden. Komposisi aktor jaringan bersifat homogen yang
seluruhnya berasal dari unsur peimenintah. Pola jaringan yang terbentuk
adalah pola Network Admimstrative Organization (NAO) dengan corak
birokratis yangsmenguat sehmgpal cenderung tertutup, berorientasi ke
dalam diseriai senffahitas yvano( iinggl. Adapun, | faktor ‘pendukung
bekerjanya jarmgan yaitu visi bersama vang sudah jeias secara legal
formal. Sementara faktor penghambat jaringan yattu institusionalisasi
jaringan yang terancam berhenti karena aksi-TPAD sudah dihapuskan.
Faktor penataan jarngan masih mengandalkan regulasi- dan/ instruksi
schinggd terkesan kaku, kurang responsif dan tidak partapatif Selain 1tu
juga belum ada desain insentif yang memadai sehmigga pelaksanaannya
terjebak pada rutinitas<aduipistratif. Tipologi jamngan intra-pemerintah
sebagaimana temuan penelitian ini, hanya akan menvajikan transparansi
setengah hati karena tidak efektif bagi kualitas pelaksanaan transparansi
pemerintahan. Strategi manajemen jaringan menjadi penting dilakukan
untuk mentransformasi jaringan ke pola yang lebih kolaboratif antar
stakeholder.

. Zulfan Nahruddin (2014). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan
Dana Alokasi Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten

Barmu. Jurnal Ilmu Pemerintahan..




Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akuntabilitas dan
transparansi dalam pengelolaan dana alokasi desa di Desa Pao-Pao
Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Penelitian ini menggunakan
metode kuantitatif. Hasil penelifian menunjukkan bahwa akuntabilitas
pengelolaan dana alokasi berjalan dengan baik dari keseluruhan dimensi,
termasuk dalam.dimensi transpzrans vang mepunjukkan pengelolaan dana
alokasi _desa berjalan. irasparan hal.inrterjadi kareiia adanya, informasi
yang mudah diakses serta komunikasi yang baik oleh perangkat desa
sehingga pengengeloiaan dana alokasi desa dianggap transparan. Hal yang
sama terjadi pada dimensi—reabiliv, responsibilitas dan. responsivitas
berjalan dengan baik tetapi pada dimensi corntrol masih tersmasuk kategon
cukup baik dan perin 'di optimalkan untuk menunjdng akuntabilitas
pengelolaan dana/desa.

Abu Rahum (2015)Pengelolaan Alokasy Dana Desa (Add) Dalam
Pembangunan Fisik Desa Kravan Makmur Kecamatan Long Ikis
Kabupaten Paser.

Penelitian Skripsi ini di lakukan berlokasi di Kantor Desa Krayan
Makmur Kecamatan Long lkis Kabupaten Paser. Tujuan dari penulisan
skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa
Krayan Makmur dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan
penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan

Fisik Desa Krayan Makmur,
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Fokus penelitian dalam penelitian terdiri dari perencanaan,
pelaksanaan, penata usahaan, dan laporan pertanggung jawaban. dan
faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Pengelolaan Alokasi
Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisk Desa Krayan Makmur.
Dari hasil penclitian dicketahni bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa
(ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur sudah terlaksana
dengan baik dan berdasrkan prosedut vang aday dan segaia proses yang
ada mulai dan perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, laporan dan
pertanggungiawaban itu sudah melalui prosedur vang dilakukan oleh
Pemerintah desa dengan masyarakat adapun-faktor pendukung dalam hal
pengelolaan - Alokasi Dana Desa (ADD) -ini adalah asyarakat ikut
berpartigifasi dalam _sctiap kegiatan yang ada schingga ‘jalannya selurch

kegiatan proses perabangunan imi dilakukan dengan b

Tabel 2.1
Penelitian Terdahula
No. Aspek Peneliti [ Peneliti I1 Peneliti I11 Peneliti IV
1. Nama Penulis | Ahmad Zulfan Abu Rahum | Muhammad
Subhan Nahruddin Faizal
2. | Judul Penelitian | Pelaksanaan | Akuntabilitas | Pengelolaan | Transparansi
transparansi | dan alokasi dana | pengelolaan
Pemerintahan | transparansi | Desa dalam | dana kelurahan
Dacrah dalam | pengelolaan | pembangunan | di  Kelurahan
perspektif dana alokasi | fistk  Desa | Galonta,
jarngan desa di Desa | Krayan Kecamatan
Pao-pao Makmur, Enrekang,
Kecamatan Kecamatan Kabupaten
Tanete Rilau { Long  Ikis, | Enrekang
Kabupaten Kabupaten
Bandung Paser
3. Tahun 2017 2014 2015 2020
Penelitian
4. Tujuan Untuk Untuk Untuk Untuk
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Penelitian mengetahui mengetahui mengetahui mengetahui
komposisi akuntabilitas | sejauh mana | ketersediaan
aktor, pola | dan pengelolaan | dan aksebilitas
jaringan, dan | transparansi Alokasi Dana | dokumen,
factor penentu | dalam Desa (ADD) | penyediaan
efektifitas pengelolaan | dalam informasi
jaringan dana +alokasi | pembangunan | tentang
dalam desa di Desa| fisik Desa | prosedur dan
pelaksanaafi Pao-Pao, dan  faktor- | biaya,
transpafansi Kecamatan faktor kemudahan
Pemerintahan | Fanete| Rilau, | penghambat | akses
Daerah Kabupaten pengelolaan | informasi, dan
Bara Alokasi Dana | menyusun
Desa (dzlam | inekanisme
pembangunan | pengaduan jika
fisik  Desa | terjadi
Krayati pelanggaran
Makmur, dalam
transparansi
pengelolaan
dana kelurahan
di Kelurahan
galonta,
Kecamatan
Enrekang,
Kabupaten
. Enrckang |
Hasil Penelitian | Komposisi Akuitabiliias o Pengelolaan
aktor terdiri | dan Alokast Dana
dan 10 | transparansi | Desa  dalam
organisasi dana alokasi | pembangunan
yang terlibat | berjalan fisik  Desa
dalam dengan baik, | Krayan
konteks aksi | pengelolaan | Makmur
transparansi | dana alokasi | sudah
pengelolaan | desa berjalan | terlaksana
Anggaran tranparan hal | dengan baik
Daerah ini terjadi { dan  segala
(TPAD) karena adanya | proses yang
berdasarkan informasi ada mulai
intruksi yang mudah | dari
Presiden, di akses serta | perencanaan,
Komposisi komunikasi pelaksanaan,
aktor jaringan | yang baik | penata
bersifat oleh usahaan, dan
homogen perangkat laporan
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| yang desa sehingga | pertanggung
seluruhnya pengelolaan | jawaban itu
berasal dari | dana alokasi | sudah melalm
unsur desa dianggap | prosedur
pemerintah. transparan yang
dilakukan
oleh
Pemerintah
) Desa.

Berdasarkan table 2.1 ¢i atas imaka penelitianpini memfokuskan
pada Trafisparansi pehgelolaan dana kelurahan yai's menggunakan tcori
dari Kristianten (2006) Transparansi anggaran yaitu kesediaan dan
aksebilitas dokumen, penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur
dan | biaya, 'kemudahan -akses informasi,—dan menyusun mekanisme

pengajuan jika terjadi pelanggam,.

B. Konsep Transparinsi

Transparansi adailaly memberikan informast, yang terbuka dan jujur
kepada masyarakat berdasarkan peitinbangan” bahwa masyarakat memiliki
hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung
jawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang di percayakan
kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan, Deakins et
al. (2010)

Transparansi merupakan suatu tindakan keterbukaan yang di lakukan
pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan
membangun kepercayaan masyarakat melalui kemudahan akses informasi
yang memadai guna mendapatkan informasi yang akurat. Keterbukaan atau

transparansi merujuk pada tindakan yang memungkinkan suatu persoalan
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menjadi  jelas, mudah di pahami dan tidak di permasalahkan lagi
kebenarannya. Patrick, (2007).

Pemerintah Desa atau Kelurahan berkewajiban memberikan informasi
keuangan dan informasi lainya yabgiakan di gunakan untuk pengambilan
keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pada penyelenggaraan
Pemerintahan harus jelas, tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan
rahasia, tefapi segala- \sesuatunya baik pereicanaan dan, pertanggung
Jawabannya dapat di ketahui oleh publik.

Pada pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU). transparasi merupakan
hal yang sangat krusial untuk di tinjau secara mendalamn. Sebab hal tersebut
menjadi | ‘peritog \kdrena ftransparansi menunjukan .kinerra dari seorang
pemimpin. Sebapaisalah satu pelaksanaan dan prinsip,zeed \governance,
transparansi merupakan hai penting yang harus' di kedepankan. Keterbukaan
informast terhadap berbagai hal dalam pelaksanaan Pemerintahan merupakan
salah satu prinsip yang harus ada dalam transparansi (Kebijakan Umum
Akuntansi Pemerintahan Daerah, 2013).

Transparans1 sangat di butuhkan untuk setiap lembaga publik yvang
memiliki kepentingan terhadap orang banyak, hal tersebut perlu dilakukan
sebagat bentuk tindakan pengawasan awal terhadap setiap tindakan yang akan
diambil. Informasi yang terbuka dapat memberikan kemudahan untuk
masyarakat dan Pemerintah untuk apa saja anggaran tersebut digunakan.
Transparansi sangat di perlukan untuk meningkatkan dukungan masyarakat

dalam penyelenggaraan program yang telah diselenggrakan pemerintah.



14

Menurut Adisasmita (2011), “Transparansi merupakan keterbukaan
pemenntah dalam memberikan informasi vang terkait dengan aktivitas
pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan
informasi yaitu masyarakat. Pemérittah berkewajiban untuk memberikan
informasi lainya yang akan'digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi,
sostal, dan politik_olel pihak-pihak yanz berkepentingan melalui informasi
akuntansi ydng salah saiitya berupa laporan keuiigan”,

Menurut Vera Jasini Putri (Adisasmita, 201 1) “Iransparansi anggaran,
berarti  keteibukaan dalam sewtap proses penganggaran, mulai  dari
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah, sehingga masyrakat
memiliki hak-% dan skses yang sama untuk mengetahiui proscs penganggaran
dacrah karena  untuk 'mengeraliui ' proses pencanggawan daerah karena
menyangkut kepentingan, aspiras dan upava pemecahan permasalahan yang
mereka hadapi untuk misimeouhi kebutuhanya™.

1. Indikator Transparansi
Kristianten (2006), mengemukakan bahwa transparansi keuangan
dapat dinkur melalui beberapa indikator yaitu:
a. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen
Kesedian dan aksesibilitas dokumen oleh pemerintah kelurahan
merupakan salah satu cara untuk mewujudkan transparansi guna
menghindari adanya kecurangan atau penyalahgunaan Dana Alokasi

Umum (DAU). Kesedian informasi dan aksesibilitas dokumen dapat di
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akses oleh masyarakat dalam bentuk dokumen baik berupa gambar
atau dokumen tertulis.

Menurut  Florini  (Subhan, 2017) mengemukakan bahwa
“transparansi pemerintahan@dalah ketersediaan informasi tentang satu
actor internal yang mengijinkan aktor, eksternal untuk memonitor
pekerjaan intérnal dan kinerja organisas publik atau pemerintah”,

Hal tersebu- hnfuk mempenmnndah midsyarakat mengetahui proses
perencanann prograi: serta pelaksanakarn program hingga pertanggung
jawabar dalam bentuk dokumen atau laporan kepada masyarakat
mengenai dana yang digunakan untuk mendanai program atau kegiatan
yang tefah di iakukan dan di sepakati bersama.

Menurut Grimmelikhutijsen (Subhan, 2017) “trausparansi sebagai
derajat ketersediaan’ informasi bagi_pihak féar (outsider) yang
menjadikan meteka mampu mengetahui proses pengambilan keputusan
dan untuk menilai keputusan yang di buat”.

Transparansi Pemerintahan dapat di maknai sebagai kemampuan
memantau hal yang menyangkut kemampuan individu dan kelompok
di luar organisasi Pemerintah untuk memonitor aktivitas Pemerintahan
dan proses pengambilan keputusan.

Pemerintah Kelurahan dapat memberikan dan menyediakan
informasi tentang pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU), serta
rincian lainya kepada masyarakat secara terbuka. Informasi tersebut

dapat di sampaikan melalui forum bersama masyarakat dan juga dapat




16

di sampaikan melalui papan informasi atau dokumen lainya yang di
sediakan Pemerintah Kelurahan yang dapat dengan mudah di akses
oleh masyarakat.

Informasi yang dapat di berikan Pemerintah Kelurahan kepada
masyarakat dapat bérupa dokumen seperti Dana Alokasi Umum yang
di terima Pemerintah Kclurahan sctiap tahunnya. Selain itu dokumen
lamd dapat berupa  dokumentasi melalui/ foto mengenai kegiatan
perencanasn yaitu dapat berupa dokumicntasi rapat atau musyawarah
serta pelaksanaan program kegiatan yang di lekuan Pemerintah
Kelurahan dengan masyarakat. Dalam dokumen pertanggung jawaban
masyarakat dapat di beritahukan melalui Surai Perianggung jawaban
(SPJ) atan Laporan Pertangguny jawaban (LPJ) yaiit teatang realisasi
program kegaitan yang (2lah dilakukan.

. Penyediaan Iniormasi yang Jelas tentang Prosedur dan Biaya

Informasi-informasi sebagai suatu sumber daya pengetahuan dan
kemampuan yang dapat digunakan sescorang untuk meningkatkan
kesejahteraan ckonomi, kekuatan politik, dan status sosial yang
dimilikinya. Informasi merupakan hal yang sangat penting untuk
diketahui oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan
informasi secara jelas dan lengkap mengenai keterbukaan Pemerintah
Kelurahan.

Masyarakat harus mengetahui, di libatkan, dan di berikan informasi
secara jelas dan akurat mengenai siapa, kapan, dan dimana program

tersebut di laksanakan hingga berapa lama waktu yang di butuhkan
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untuk menyelesaikan program tersebut. Masyarakat Juga berperan
sebagai pengontrol Pemerintah Kelurahan guna mengetahui proses
pelaksanaan program Pemeritah Kelurahan. Pelaksanaan program
kegiatan harus memberikad kejelasan tentang waktu pelaksanaan
program atau kegiatan yang di laksanakan. Seperti adanya penanggung
jawab di setiap program  adapya kejélasan tempat pelaksanaan
program atau kegiaian yang di laksauakan dengam, di berikannya
infomasi sccara mendetail. Selain 1emberikan informasi kepada
masyatakat, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan
keuangan kelurahan dapat memberikan kescmpatan bekerja dan
kesempatan berwirausaha bagi masyarakat.

Peineriniah  kelurahan harus membenkan informasi secara
transparan kepada masyarakat mengenai pembailgunan yang akan di
laksanakan, déngan memasang pengumumnin)pada papan informasi
yang berisi jadwal Kégidtan| sk maupun non fisik yang sedang
dilaksanakan. Pelaksanaan pembangunan desa atau kelurahan harus
sesuai dengan proses perencanaan yang telah di sepakati bersama
masyarakat. Masyarakat bersama aparat Pemerintahan juga berhak
mengetahui  dan  melakukan pengawasan terhadap jalannya
pembangunan desa atau kelurahan.

Kemudahan akses informasi

Bunyi pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Badan publik

wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak
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menyesatkan. Pemberian informasi pengelolaan secara terbuka dan
Jujur merupakan hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan
menyeluruh mengenai pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU).
Keterbukaan atau transparafisi yaitu kesediaan Pemerintah Kelurahan
untuk memberikantinformasi fakiwal ymengenai berbagai hal yang
berkenaan déngan proses penyelengaaraan Pemerintahan.
Menurut‘Svamsudin, | (2007) “Salali/ sata kavakteristik good
governar«e adalah keterbukaan. Karakte! ini sesiai dengan semangat
zamai. yang serba terbuka akibat adanva revolusi informasi.
Keterbukaan - tersebut  mencakup semua aspek aktivitas yang
menyangkui ‘kepentingan publik mulai dari proses pengambilan
keputusan, penggunaan dana-dana publik sampai pioses evaluasi”.
Pada ‘nusyawaiah\, Kelurahan “melalai bebérapa/ tahapan vyang
melibatkan masyarakat yaitu pertama, tahidpan musyawarah di tingkat
lingkungan untuk menyerap aspirasi dari RT/RW di masing-masing
lingkungan yang diptmpin oleh kepala lingkungan masing-masing.
Hasil dari peyerapan aspirasi masyarakat pada tingkat lingkungan yang
di tuangkan dalam bentuk usulan yang akan di ajukan dan di bawa
pada tingkat Musyawarah Kelurahan. Selanjutnya musyawarah pada
tingkat Kelurahan dari hasil aspirasi pembangunan dari masing-masing
Lingkungan dalam Musyawarall Kelurahan yaitu mengenai usulan-

usulan pembangunan dari setiap Lingkungan, menyusun skala prioritas
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kegiatan pembangunan, mengkompilasi usulan yang di terima dalam
format Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan.
Selain terlibat dalam musyawarah, masyarakat di mudahkan
mengakses informasi mengenai perencanaan hingga pelaksanaan
program yang akan'@i laksanakan olch Pemerintah Kelurahan. Adanya
keterbukaan (informasi mak3i akan mempermudah masyarakat untuk
men@etaui intormasi yang, jelas dan akurat, selain ite masyarakat juga
di mudabkan untuk mengakses informas: inengena pengeiolaan DAU
agar tidak ada kecurigaan masyarakat terhadap pemeriatah Kelurahan.
Pada proses perencanaan yaitu adanya Percncanaan Kelurahan di
buat datam bentuk rencana strategis sebagai rencans jangka panjang,
Rencanz Pembansunan Jangka Menengah dan reucana pembangunan
tahunan yaily tennuat dalam Rercana Kerja Peterintah Kelurahan.
Perencanaan Kejurahan  dikelola  notuk @ menanggapi  berbagai
kebutuhan masyarakat di Kelurahan serta diproses secara partisipatif.
Musyawarah  Perencanaan Pembagunan Kelurahan, Lembaga
Pemberdayaan Mayarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT),
Kepala Lingkungan (Kaling), kelompok tani, kelompok perempuan,
kelompok keagamaan, dan lain-lain merupakan arena yvang nyata untuk
mewadahi proses perencanaan partisipatif di Kelurahan. Pada internal
Kelurahan, partisipasi pembangunan  mensyaratkan  adanya

pelembagaan yang demokratis dalam struktur pengambilan kebijakan.
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Dokumen Rencana Pembangunan Kelurahan penting disusun oleh
Pemerintah Kelurahan, guna dalam melaksanakan pembangunan
Kelurahan memiliki arah, dan proritas yang jelas dan dalam
penggunaanya scbagai pedoman untuk merumuskan program dan
kegiatan yang prioritas setiap tahufinya. Rencana Pembangunan
Kelurahan __fmenjadi  visi | [hersama warga, kelurahan, dalam
melangsungkarikehidupannya di Kelurahat) Dengan adanya Rencana
Pembangunan Kelurahan, pihak-pihak Kecamatan, kabupaten, Provinsi
dan Pcmeriniah Pusat memiliki orientasi dan dapat menyesuaikan
dengan arah kebijakan maupun prioritas program yang dimilikinya.

Datam  kerangka otonomi, Pemenntah Kelurahana di berikan
kewenangan “untuk menyusun program pembaitpunannya sendiri
melalui “proses ppartisipasi  dan aclibatkasi< Jmasyarakat untuk
mempercepat upaya peningkatan kesejahteraah masyarakat secara adil
dan merata. Adanya kejelasan tentang informasi perencanaan
Kelurahan akan meningkatkan partistpasi masyarakat.

Pada program Pembangunan Kelurahan keterbukaan proses sangat
di butuhkan masyarakat karena masyarakat harus mengetahui tentang
jumlah dana yang masuk dan jumlah dana yang di keluarkan untuk
membiayai pembangunan tersebut. Masyarakat juga harus turut di
libatkan dalam pelaksanakan program kegiatan. Masyarakat dapat
berpartisipasi dalam pembangunan tersebut baik sebagai pekerja

maupun sebagai pengawas jalannya program atau kegiatan tersebut.
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Adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap
orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses
pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
Sebelum Pemerintah Kelufahan melakukan pelaksanaan program,
Pemerintah Keluraban “harus melakukan penyusunan rancangan
kegiatan _melalui  musyawarah | vang melibatkan masyarakat.
Keterlibatan mesyarakat dalam melakukan mmsyawarah Pemerintah
Kelurahan bertujuan agar dapat menyesap aspirasi masyarakat guna
mengeiahui ketuhan dap kendala yang dihadapi masyarakat setempat.
Adanya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah, Pemerintah
Kelurahan dapat melihat kegiatan yang harus dilaknkan Pemerintah
Kelurabai| tmtuk  memberdayakan masvarakai,ydan, memenuhi
kebutihansmasyarakat baik melalui pembanguaan fisik maupun non

fisik.

. Menyusun Mekanisme Pengaduan Jika Terjadi Pelanggaran

Pemenintah Kelurahan sebagai pemegang kekuasaan dalam
pengelolaan keuangan kelurahan, harus mampu mengelola dana yang
telah di berikan dan di kelola sesuai dengan peraturan yang berlaku
untuk di pertanggung jawabkan kepada masyarakat. Pemerintah
Kelurahan juga turut serta mengawasi pelaksanaan program kegiatan
atau yang akan di laksanakan dengan menggunakan Dana Alokasi

Umum, anggaran dana yang di berikan di gunakan untuk mendanai
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penyelenggaraan kelurahan, seperti pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat.
Menurut Kristianten, (2006), transparansi akan memberikan

Transparansi akan

£, s “
f//.//fq pe
o

Pada asas pengelolaan keuangan adanya asas partisipatif. Dalam
pengelolaan Dana Alokasi Umum, Pemerintah Kelurahan harus
memberikan keterbukaan ruang yang luas bagi peran aktif masyarakat.
Permendagri menetapkan laporan realisasi dan laporan pertanggung
jawaban realisasi/pelaksanaan DAU wajib di informasikan secara
tertulis kepada masyarakat dengan menggunakan media yang mudah

diakses oleh masyarakat.
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Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) pada dasamya di atur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 bahwa tata
pengelolaannya telah di tetapkan. Dalam proses pertanggung jawaban
mengikuti regulasi yang_ada bahwa pemerintah membuat laporan
rincian anggaran beserta dokumen-dokummen pendukung dalam setiap
pembangunan yang df laksanakan'di tambah dengan dokumentasi hasil
kegiatan pembdagunan yzag.| -2kan diperiksa cleh, Pemerintah
Kabupaten melalui Inspektorat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tehun 2014 pertanggung
jawaban Kepala Kelurahan di sampaikan kepada  Bupati melalui
Camai. -Kepala Kelurahan juga bertanggung jawab kepada Bupati
sebagal Lentuk pertanggung jawaban adminstratif.

Pertanggung jawaban | tersebut) di tuanpakan /dalam bentuk
dokumen yaitu dalar Surat Pertangguig jawaban (SPJ) atau Laporan
Pertangung jawaban (LPJ). Laporan pertanggung jawaban merupakan
suatu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan untuk membenkan
laporan mengenai pelaksanaan kegiatan secara rinci. Laporan
pertanggung jawaban di gunakan untuk bahan evaluas: terhadap
seluruh proses pelaksanaan kegaiatan dan hasil yang telah dicapai
dengan di laksanakanya kegaiatan tersebut.

Selanjutnya dari hasil evaluasi dapat di gunakan sebagai
pertimbangan untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada pelaksanaan

kegiatan untuk tahun berikutnya. Laporan pertanggung jawaban
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mencakup laporan kegiatan yang telah di laksanakan dan lapoan
penggunaan dana baik pemasukan maupun pengeluaran dana yang di
gunkan untuk mendanai suatu kegaiatan.

Pemberian informasi epada Pemerintah Pusat masyarakat
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a. Hak untuk mengetahui
b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik
¢. Hak untuk mengemukakan pendapat
d. Hak untuk memperoleh dokumen publik
e. Hak untuk diberi informasi
Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud
dalam penelitian ini antara lain, Adanya keterbukaan mformasi yang

mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail
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keuangan dana anggaran, adanya laporan berkala mengenai kenangan dana
Kelurahan. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik
antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang

akurat dan memadai.

C. Konsep Pengelolaan Dana Kelurahan

Pengelolaan keuangan DAU merupaka: bagian yang tidak terpisahkan
dari_péngelolaas ‘keuangan Xeiuratan, Oleh karena i, dalam pengelolaan
keuangan DAU harus memenubi prinsip’ pengelolaan DAU yaitd seluruh
kegiatan yang di danai oleh DAU di rencanakan, di laksanakan dan di evaluasi
secara terbrka dengan prinsip dari, -oleh, dan unfuk masyarakat. Seluruh
kegiatan harus.dapat di pertanggung jawabkan secara admumistratif, teknis dan
hukum. Dana  Alokasi Umum di laksanaken dengan,inénggunakan prinsip
hemat, terarah, dan terkendali.

Peraturan Menteri Dalain ‘Nicgeri! Nomor 113 tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 2 Ayat 1 juga di jelaskan keuangan
Kelurahan di kelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif
dan di lakukan dengan di siplin anggaran. Adanya transparansi akan
memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang
penyelenggaraan Pemerintahan, tentang proses perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggung jwabannya atas hasil yang telah di capai. Dalam proses
tranparansi semua pihak yaitu Pemerintah Kelurahan dan masyarakat

berpartisipasi, masyarakat juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi
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vang menyangkut kepentingan publik sehingga masyarakat dapat
berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Adisasmita, (2011) mengemukakan bahwa, “Pengelolaan
bukan hanya melaksanakan suatudkegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian
kegiatan yang meliputi’ fungsi-fungsi manajemen, sepertt perencanaan,
pelaksanaan, dangpeungawasan--uniuk mencapal tujuan, secara efektif dan
efisien”.

Menurut Balderton (Adisasmita, 2011), mengemaukakan bahwa istilah
“Pengelolaan > sama  dengan = manajemen = vaifi © menggerakan,
mengorganisasikan, dan inengarahkan usaha manusia untuk’ memanfaatkan
secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan”.

Pératuran’ Mcnteni Dalam Negeri\ Republik Indosiesia \ Nomor 130
Tahun 2018 Pasal 3) ayat ! \berbunyi "kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana Kelurahan digupsakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang
berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,".
Sementara Pasal 5 ayat | dalam Permendagri yang sama mengamanatkan
"kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan digunakan untuk
peningkatan kapasitas dan Kkapabilitas masyarakat di kelurahan dengan
mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri."

Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak dapat dipisahkan
dengan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang merupakan bagian
pengelolaan keuangan kelurahan. Berdasarkan peraturan yang berlaku secara

garis besar pengelolaan DAU diatur dengan beberapa tahapan pengelolaan
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DAU mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban

sebagai berikut:

1.

Perencanaan

Perencanaan merupakab sbafu bagian yang sangat penting dari
pengelolaan. Perencanaan dibutuhkan dalam,usaha untuk mencapai suatu
tyjuan. Perencanaan difakukarn' untuk mengantisipasi hal-hal yang akan
menghalangi pencapaian suatu |, twjnan, halC v di ‘Karenakan adanya
beberapa falior yang akan berubah dengan cepat pada masa yang akan
datang. Oleh karena itu, dengan adanya perencanaaii yang baik akan
membuai setiap kesempatan yang ada dapat di wanfaatkan dengan baik
pula.

Menmrut Tetry, (Hasibuan 2012) “Percncanaafi (Planning) adalah
keseluruhan preses pemjkjrgn dan pencntuan secars ‘matang dari pada hal-
hal yang akan dikenzkan dimasa yang akan datang dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditentukan”.

Handoko, (Adisasmita 2011) “Mengemukakan bahwa perencanaan
adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan, strategi,
kebijakan, proyek, program, prosedur metode, sistem, anggaran, dan
standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Pelaksanaan
Pelaksanaan adalah usaha yang dilakukan untuk menjalankan suatu

kegiatan yang telah direncanakan sebelurmnya untuk mencapai tujuan yang



B s

28

ditetapkan. Kegiatan pelaksanaan dalam penelitian ini terdiri atas
pengorganisasian dan pengarahan.

Menurut Adisasmita, (2014) “Pelaksanaan merupakan tindak lanjut
dani perencanaan yang telahdditetapkan. Rencana yang telah disusun
dengan baik oleh para peréncana siap untiik, dilaksanakan dan dijalankan
oleh aparat_pemungut pendapatan| asli daearah.dengan menggunakan
segalad sarana daw/prasarana .yang. ada untuk’ merealisasikan rencana
tersebut”.

Menurat Westra, (Adisasmita 2011) mengemukakan pengertian
“Pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan
semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskin dan ditetapkan
dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat vang digerlukan, siapa yang
melaksanakas , dymanatempat pelaksanaan.dan kapatiakan dimulainya”

Berdasarakai Peturan Menten dgtam Negenn Nomor 130 Tahun
2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, yang terdapat dalam pelaksanaan
meliputi;

a. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
kewenangan kelurahan dilaksanakan melalui rekening kas kelurahan.

b. Khusus bagi kelurahan yang belum memiliki pelayanan perbankan di
wilayahnya maka pengaturannya diletapkan oleh Pemerintah

Kabupaten/Kota.



29

c. Semua penerimaan dan pengeluaran kelurahan harus di dukung oleh
bukti yang lengkap dan sah.
3. Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban ddalah proses semua kegiatan pengelolaan
keuangan Kelurahandi pertanggung jawabkan oleh Pemerintah Kelurahan.
Pertanggung jawaban Dana Alokes: Umum (DAU) berhubungan dengan
pertanggung jawatian pelaksanaan. Pertanggine, jawaban penggunaan
dana alokasi umum harus dapat di pertanggung jawabkan secara jelas yang
dituangkan dalam Surat Pertanggung jawaban (SPJ) yang di simpan oleh
Pemerintah Keltrahan yang di gunakan sebagi objek pemeriksaan yang

salinanya Giberikan di kecamatan.

D. Kerangka Pikir

Pemenntah Kehwrahanysebagali pemegans “kekuasaan tertinggi pada
tingkat Kelurahan, diharapkan dapal memberikan pelayanan dan informasi
tentang pengelolaan keuangan kelurahan salah satunya yaitu tentang Dana
Alokasi Umum (DAU). Pemerintahan yang transparan merupakan suatu
Pcmerintahan yang terbuka dalam memberikan informasi, menjalankan
program kegiatan, memberikan kemudahan akses informasi untuk
masyarakat, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Apabila masyarakat tidak di libatkan dalam pengambilan keputusan dan tidak
tersedianya informasi terkait pengelolaan keuangan kelurahan hal tersebut
dapat di katakan bahwa Pemerintah Kelurahan kurang terbuka kepada

masyarakat.
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Transparanst dalam pengelolaan keuangan kelurahan dalam hal ini
adalah Dana Alokasi Umum (DAU) harus dilaksanakan dengan jujur, terbuka

kepada masyarakat, pada dasamya masyarakat memiliki hak untuk
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir
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E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif bertujuan memberikan batasan
dalam pengumpulan data, sehingga peneliti dapat lebih memfokuskan
penelitian terhadap masalah-masaléh vang menjadi tujuan penelitian.

Fokus penelitian inidadalah untuk mengetahui bagaimana transparansi
pengelolaan dana kelurahan &i Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang,
Kabupaten Enrekanacdengan menggunakan indikafor transparansi anggaran
menurut Kristianten, (2006) yaitu :

1. Keterserdiaan dai Aksesibilitas Dokumen
2. Penyediaan informast yang jelas tentang prosedur dan biaya
3. Kemudahan akses informasi .

4. Menyusun mekanisine pengadaan jika terjadi pelanggaian

F. Deskripsi Fokus Peaclitian

Penelitian pada sasaramnya \memeriukan adanya batasan terhadap
penelitian guna untuk menggambarkan fenomena yang hendak diteliti secara
cepat, digunakan sebagai batasan-batasan agar penelitian dapat tepat pada
sasarannya, dan berkenan dengan hal ini maka penulis mencoba merumuskan,
yaitu Transparansi Pengelolaan dana Kelurahan di Kelurahan Galonta,
Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, transparan tidaknya pengelolaan
dana alokasi umum (DAU) di Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang,

Kabupaten Enrekang.
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Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

Pemerintah Kelurahan dalam memberikan dan menyediakan
informasi tentang pengelolaan DAU serta rincian lainya kepada
masyarakat secara transparan atau terbuka. Informasi tersebut berupa
penyediaan dan_akses informasi secara, jelas dan detaill mengenai
dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
Penyediaan ininrmasi yang jelas tentang piosedur dan biaya

Pemberian informast kepada masyarakat merupakan hal yang
harus dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Galonia dengan tujuan
memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai pengelolaan
keuangan ‘Kelurahan vang di lakukan oleh Perienintah Kelurahan
Galonta. dana alokasi/ umum  secara menyeluriby Informasi yang
diberikan’sich Pemerintah Kelurahan Galonta d4pat dilakukan dengan
cara memberikai informasi terkait dengan‘data pengelolaan keuangan
kelurahan dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga, laporan akhir
terkait dengan pengelolaan keuangan kelurahan yaitu Dana Alokasi
Umum (DAU).
Kemudahan akses informasi

Kelurahan yang terbuka berarti kesediaan Pemerintah
Kelurahan untuk senantiasa memberikan informasi faktual mengenai
berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan

Pemerintahan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melibatkan
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masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan keuangan
Kelurahan.

4. Menyusun mekanisme pengadaan jika terjadi pelanggaran

Kelurahan  Galonta dalam

an DAU yang dapat di akses



BABIil

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitia
Penelitian ini dilakuk etelah keluarnya surat izin
penelitian dari ber 2020 s/d 14 Januan
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enelitian berdasarkan

fakta. Metode kualitatif jupa disebut metode artistik, karena proses
penelitian lebih bersifat semi (kurang terpola) dan disebut sebagai metode
interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan
interpretasinya terhadap data yang ditemukan dilapangan (Sugiyono,
2014).
2. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan

fenomenologi dengan di dukung data kualitatif sebagaimana peneliti

35
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berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita mengenai
permasalahan yang terjadi pada fokus dan lokus penelitian yang berada di
wilayah penelitian tentang Transparansi Tidaknya pengelolaan dana
kelurahan di Kelurahan Galontay, Kecamatan Enrekang, Kabupaten

Enrekang.

C. Sumber Data
Menurut [‘ofiand aod' bofland (Baswori, 2008%),) sumber 'data utama
penelitisn kualiiatif adaiah kata-kata dan tindakan selebilinya adaiah data
tambaban. Sumber data merupakan faktor yang penting dalam penelitian
karena sumber data akan berhubungan dengan kualitas daii hasil penelitian.
Sumber data terdiri dan data primer dan sumber data sekunder.
1. Data Primet
Data primer. adalah data yang di dapatkan langsung dan subjek
penelitian, dalam hal ini‘penebity mendapatkan data informasi langsung
dengan menggunakan instrumen-instrumen yang | telah ditetapkan.
Menurut Indrianto dan Supomo, (Purhantara, 2010), data primer dapat
berupa opini subyek, hasil observasi terhadap suatu perilaku atau kejadian
dan hasil pengujian. Penelitian ini menggunakan tehnik wawancara dalam
mengumpulkan data primer dengan memperoleh informasi secara
langsung.
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data atau informasi yang di peroleh

secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang
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terdiri atas struktural organisasi dan kearsipan dokumen, laporan-laporan,

buku-buku, dan lain sebagainya yang terkait dengan penelitian ini. Sumber

data sekunder ini di peroleh melalni dokumen-dokumen yang berkaitan

dengan penelitian, yaitu gambafan wmum Kabupaten Enrekang, gambaran

umum Kantor Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang.

D. Informan Penelitian

Pemilihar ‘informan dalam hai in dilakukan /secara proporsive atau

sengaja dipilih yang didasarkan pertimbangan bahwa untuk memperoleh data

vang akurat sesuai dengan keperluan peneliti maka dipilih orang-orang yang

berkompeten._untuk’ memberikan niformasi—serta data vang akurat dan

akuntabel mengenai' pengelolaan dana kelrahan di K antor,Kelurahan Galonta

Kecamatan ' Enrekang, Kabupaten Enrekang. nfomman ‘dalam penelitian ini

berjumlah ¢ orang yaitu_sebagayberikut :

Tabel : 3.1 {nforman Penelitian

No Nama Inisial Jabatan Jumlah

1 | llham Arfah | IA Kepala Kantor Kelurahan Galonta 1

2 | Sitti Harfah | SH Bendahara Kantor KKelurahan Galonta 1

3 | Amirullah AM KASI Pembangunan Kantor Kelurahan 1

Galonta
4 | Muh. Amin | MA Tokoh Masyarakat Kelurahan Galonta
5 | Ahmad AR Kepala Lingkungan
Rullah

6 | Farida FR Masyarakat Kelurahan Galonta 1

Jumlah 6

Berdasarkan petunjuk dari informan awal peneliti mengembangkan

penelitian ke informan lainnya, begitu seterusnya sampai penelitian dianggap

cukup mendapatkan informasi yang dibutuhkan, proses

penelitian
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menggunakan teknik Purposive sampling, vyaitu pengambilan sampel
berdasarkan penilaian peneliti mengenai siapa-siapa saja yang pantas untuk
dijadikan sampel, oleh karenanya agar tidak sangat subjektif, peneliti harus
punya latar belakang pengetahuan ferténtu mengenai sampel yang dimaksud
agar benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan

atau tujuan penelitian (mempercich data yang akurat).

E. Teknik®Pengump:tizn Data
Menurmt  sugiyono, (2011) tehnik pengumpulan data dapat di
kumpulkan dalam berbagai sekting, berbagai sumber, dan berbagai cara.
Tehmk  penguimpulan data dapat “dilakukan dengan. cara | observasi
(pengamatan), iinfe/view (wawancara), Auisioner (ankat), dokumnetasi, dan

menggabungan kéempal_cara tersebut. Arikunto, (2006)iclah mengingatkan

bahwa pencliti harus faemiliki keahlian khusus agar peuelitian yang dilakukan
tidak biasa. Penelitian dalam tchnik: pengmnpulan data menggunakan tehnik
wawancara dan dokumentasi.
1. Wawancara
Satoti dan Komariah, (2014) menjelaskan bahwa wawancara
adalah suatu tehnik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang
di gali dari sumber data secara langsung, melakukan percakapan tanya
jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya sangat mendalam
karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistic dan jelas dari
informan. Di dalam penelitian ini mewawancarai beberapa informan,

wawancara tersebut dilakukan untuk mengetahui informasi mengenai

o
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Transparanst dalam Pengelolaan Dana Kelurahan di Kantor Kelurahan
Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

2. Dokumentasi

lan panca indra.

Selain itu Marshall dalam Sugoyono, (2016) menyatakan bahwa “throught
observatif, the researcher learn about behavior and the meaning atiached
to those behavior”. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku,
dan makna perilkau tersebut.

Observasi penelitian dilakukan dengan mengunjungi lokasi
penelitian untuk melakukan pengamatan langsung di Kantor Kelurahan

Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang.
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F. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam

memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Hal ini disebabkan, data akan

menuntun kita ke arah temuan ily

/ i hasil penelitian menjadi data, di

@‘P‘ s:;\w Ay,
O
/ §, ,_\“P\ 64 a?
\\\\‘"'h///
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dianalisis. Analisis data adalah

penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan hasil

penelitian dapat dilakukan.
2. Sajian Data
Merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan
kesimpulan. Secara singkat dan dapat berarti cerita sistematis dan logis

agar makna peristiwa menjadi lebih mudah di pahami.
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3. Penarikan Kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data, peneliti mulai memahami dengan
apa arti dari hal-hal yang telah di temui dengan mencatat peraturan-
peraturan, sebab akibat, dan berbagai proporsi schingga peneliti dalam
mengambil  kesimpulan ~dapat memipertanggung jawabkan  hasil

penelitiannya.

G. Pengabsahan Data

Terdapat empat kriteria yang di gunakan, vaitu derajat kepercayaan

(creadibility), Keteraithan (sransferability), ketergantungan (dependability),

kepastian (corfirmability). Menurut Moleon, (2013) empai_kriteria tersebut

dijelaskan sebagai berikut:

1.

Derajat Kepercayaan (Credibility)

Menurut Satori dan Komanrah, (2014} ada beberapa cara
meningkatkan kredibilitas ' 3aitu ' melaiui " perpanjangan pengamatan,
peningkatan, penikta, kekuatan, triangulasi (pengecekan data dari berbagai
sumber dan berbagai cara dan waktu), dan diskusi dengan teman sejawat.
Keteralihan (Transferability)

Konsep validitas keteralihan masyarakat bahwa generalisasi satu
penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam
populasi yang sama atas dasar penemuan yang di peroleh pada sampel
dengan secara representatif mewakili populasi. Data yang disajikan yakni
selain dengan wawancara juga berupa catatan-catatan lapangan, peraturan,

dan lain-lain. Data yang di peroleh kemudian di paparkan hasil dan
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pembahasan. Pemaparan keseluruhan data agar pembaca mampu
mengetahui permasalahan yang terjadi.

3. Kebergantungan (Dependability)

Kebergantungan dap

i dengan cara memeriksa satu
E1]

kebenaran. Berdis inbing mengenai semua data
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian A

kabupaten yang ada di
i disebut

au menyusur

nnnnnnn

Menurut sejarah, pada mulanya Kabupaten Enrekang merupakan suatu
kerajaan besar yang bermama MALEPONG BULAN, kemudian kerajaan ini
bersifat MANURUNG dengan sebuah federasi yang menggabungkan 7
kawasan/kerajaan yang lebih dikenal dengan federasi “PITUE
MASSENREMPULU”, yaitu:

1. Kerajaan Endekan yang dipimpin oleh Arung/Puang Endekan

2. Kerajaan Kassa yang dipimpin oleh Arung Kassa'

3. Kerajaan Batulappa' yang dipimpin oleh Arung Batulappa'

43
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4. Kerajaan Tallu Batu Papan (Duri) yang merupakan gabungan dari Buntu
Batu, Malua, Alla'. Buntu Batu dipimpin oleh Arung/Puang Buntu Batu,
Malua oleh Arung/Puang Malua, Alla’ oleh Arung Alla'

5. Kerajaan Maiwa yang dipimpin®lehhArung Maiwa

6. Kerajaan Letta' yang dipimpin oleh Arung ! étta’

7. Kerajaan Baringin (Baringens) y2ng dipimpin oleh Arung Baringin,

Pitu (7)" Massericempuln’ iai ,terjadi kiradcira  dalain abad ke XIV
M.Tetapi sekitar pada abad ke XVII M, Pitu (7) Massenrempuiu' berubah
nama menjadi-i ima Massenrempulu' karena Kerajaar Baringin dan Kerajaan
Letta’ tidak bergabung lagi ke dalam federasi Massenrempulu. Akibat dari
politik| Devide. et \Iripera, Pemerintah Belanda lalu¢meriacah/ daerah ini
dengan adanyz Surat Keputusan ‘dani Pemerintah Kerajaw) Belanda (Korte
Verkaling), di maria Kerajaan Kassa dan kerajaan Batu l.appa’ dimasukkan ke
Sawitto. Ini ‘terjadi sekiiap 1905 sehingga untuk tetap pada keadaan 1.ima
Massenrempulu’ tersebut, maka kerajaan-kerajaan yang ada didalamnya yang

dipecah.

. Keadaan Geografis

Kabupaten Enrekang dengan ibukota Enrekang terletak + 235 Km
sebelah utara Makassar, Secara administratif terdiri dari sepuluh Kecamatan,
12 Keluraban dan 96 Desa, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 KmZ.
Terletak pada koordinat antara 30 14° 36” sampat 030 50° 00” Lintang Selatan
dan 1190 40° 53” sampai 1200 06’ 33” Bujur Timur. Batas wilayah kabupaten

ini adalah :
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1. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja
2. sebelah timur dengan Kabupaten Luwu dan Sidrap

3. sebelah selatan dengan Kabupaten Sidrap

4. sebelah barat dengan KabupatenPinrang.

Kabupaten ini pada wnumnya mempunyai wilayah Topografi yang
bervariasi berupa. perbukitan, - pegunungan. | lembahodan sungai dengan
ketinggian47 <3.293'm dari permuksar.laut serta tidzk mempunyai wilayah
pantai. Secara winum keadaan Topografi Wilayan wilayah didominasi oleh
bukit-bukit/guning-gunung vaitu sekitar 84,96% dari fwas wilayah Kabupaten
Enrekang sedangkan’ yang datar hanya 1504%. Musim yang terjadi di

Kabupaten ini_ iampir sama dengan musim vang ada di daerat lain yang ada di

Propinsi Sulawesi Sclaten yaitu musim hujan dan musini kemarau dimana
musim hujan terjadii padarbulan November - Juli sedangkan musim kemarau

terjadi pada bulan Agustus ~ Oktober.

C. Keadaan Demografi
1. Gambaran Umum Kelurahan Galonta

Kelurahan Galonta adalah sebuah Kelurahan di Kecamatan
Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Sclatan. Sejarah Kelurahan
Galonta sebelumnya adalah berstruktur Desa dan setelah itu adanya
mnstruksi Permendes Daerah bahwa dalam 1 (satu) wilayah Pemerintahan
Kecamatan harus terdapat mimimal 1 (satu) Kelurahan.

Kelurahan Galonta merupakan salah satu dari 6 Kelurahan di

wilayah Kecamatan Enrekang. Terletak 1 Km ke arah Selatan dari Kota

O
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Kecamatan, 2,5 Km dari Ibukota Kabupaten. Luas wilayah 6.4 Km
persegi. Jumlah penduduk Kelurahan Galonta mempunyai jumlah

penduduk 3.870 jiwa. lklim sebagaimana desa/kelurahan di wilayah

Indonesia yakni kemaran dan p

a. Keadaan Sosial

‘//ﬂdwwo

///I'lqil\\\\\

1 Jalan Kecamata

2 Jalan Kelurahan 1 Km
3 Kantor 5 Buah
4 Tempat Ibadah 8 Buah
5 Sarana Pendidikan 10 Buah
6 Rumah Sakit R 1 Buah
7 Gedung Serba Guna 1 Buah
8 Lapangan Olahraga 1 Buah

c. Keadaan Ekonomi
Mata pencaharian, berbagai profesi masyarakat vang ada di

Kelurahan Galonta penduduknya bermata pencaharian sebagai
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Pegawai Negeri Sipil (PNS), ABRI, Pensiunan, Tukang Kayu/batu,
Petani dan Peternak.

2. Kondisi Pemerintahan Kelurahan

Kelurahan Galonta terdiri dari lingkungan yaitu :

a. Keppe Selatan

b. Keppe Utara \'\P\s MUHAM

é | .l."" \\\‘\"'h/// & )
= U iy e

it jumlai pendud as alam

»

C .
........
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Gambar. 4.1 Struktur Organisasi Kelurahan Galonta
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Tabel 4.2 : Kegiatan sarana dan prasarana Kelurahan Galonta Kabupaten
Enrekang Tahun Anggaran 2019 Tahap I dan Tahap 11

No URAIAN SUB TOTAL
1 ' Pekerjaan persiapan Rp. 200.000.00
2 | Saluran Drainase segmen 1 (P. 49 Mitr) Rp. 26.586.204 94
3 _; Saluran Drainase segmen 2 (P_75 Mtr) Rp. 42.417.967.67
4 | Saluran Drainase segmen 3P 120 Mir) Rp. 76,008,335.57
5_| Saluran Drainase segmén 4 (P. 16 Mtr) Rp. 24,511,389.69
6 | Saluran Drainase segimen 5 (P. 24 Mir) Rp. 15,345,102.13
7 _| Pekerjaan persiapan dan Peketjaan lam-lain Rp. 2,830,000.00
8 | Pekerjaan jalan tani (P 59 Mir) Rp. 47,170,000.00

' JUMLAH Kp.  235,069,000.00
TOTAL Kp/  235,069,000.00

Jumilah dana alokasi umuwmn (DAU) yang masvk di Kelurahan
galonta pada tahun 2019 Rp. 391.389.230,00 mastk secara bertahap tahap
I 'Rp 195276310,00 dan Tahap Il Rp 196.112.920,00, Dokumen
pertanggungiawaban  anggaran pada \tahun 2019 yaig dapat peneliti
temukan di kerior kelurahan galonta tidak Icngkap dasi tidak jelas. Hal ini
di karenakan adaitya pergantian lurah pada tahun 2020 dan beberapa staff
keluarahan yang terganti; “ilal ini-menyebabkan peneliti kesulitan

memperoleh beberapa informasi mengenai anggaran keluarahan pada

tahun 2019.

D. Bentuk Transparansi Pengelolaan Dana Kelurahan Galonta, Kecamatan
Enreckang, Kabupaten Enrekang,

Berdasarkan teori Kristianten, (2006), bahwa transparansi anggaran

dapat diketahui dengan melalui beberapa indikator yaitu, ketersediaan dan

aksebilitas dokumen, penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan

biaya, kemudahan akses informasi, dan menyusun mekanisme pengaduan jika
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terjadi pelanggaran. Transparansi di butuhkan dalam pengelolaan DAU agar

terhindar dari ketidak sesuaian anggaran yang di gunakan Kepala Kelurahan

dan dapat di ketahui masyarakat secara jelas.

1.

Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

Pemerintah Kelurahan dalam memberikan dan menyediakan
informasi tentang < pengelolaan | DAU serta. rincian lainya kepada
masyarakat Secata transparan atau ferbuka ' /iformasi térsebut berupa
penvediaan dan akses intormasi secara jelas daa detai! mengenai dokumen
perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban.

Berdasarkan  hasil  wawancara —terkait  Ketersediaan dan
Aksesibilitas Dokumen dengan Kepala Kantor Keiurahan Galonta yang
mengatakan °

“Jadi untuk Aksebilitas' Dokumen salah satuova yaitu menyangkut
semua masvarakat. Diantaranya yaitu pemberdayaan masyarakat
yang dimana dang herasal dari kelurahan ini dimanfaatkan sebaik-
baiknya agar transparansi anggamn untuk pemberdayaan ini dapat
tersalurkan dan kegiatan pembedayaan terhadap masyarakat dapat
berjalan dengan lancar ”.(Hasil wawancara 1A,28 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas bahwa
terkait Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen dapat disimpulkan bahwa
jadi untuk aksebilitas dokumen di Kelurahan Galonta, transparansi
anggaran ini dimanfaatkan sebaik baiknya agar semua kegiatan yang
dilaksanakan dikelurahan berjalan dengan baik.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait Ketersediaan dan
Aksesibilitas Dokumen dengan Bendahara Kantor Kelurahan Galonta yang

mengatakan bahwa :
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“Kalau untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai
transparansi anggaran atau biaya yang dipakai jika ada
pembangunan di Kelurahan Galonta ini, Saya selaku bendahara
menyediakan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana
pengeloaan Dana Alokast Umum (DAU ). Dengan adanya
informasi begini, masyarakat punt dapat mengerti dan memperoleh
informasi mengenai kegiatan atau pembangunan yang dilaksanakan
di Kelurahan Galonta”. (Hasil wawancara SH, 28 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait
Ketersediaan‘dan_Aksesibilitas Dokumen disiingilkan bahwa memberikan
informasi kepada msyarakat mengenai anggaran menipakan langkah yang
sangat efeihf demi keterbukaan akses informasi mengenai Dana Alokasi
Umum (DAU) di Kelurahan Galonta.

Seianjutitya Berdasarkan hasil wawancara terkait Ketersediaan dan
Aksesibilitas_Dokuimen dengan KASI\ Pembangunan Kantor Kelurahan
Galonta yang intngatakn bahwa:

“Kalau untuk masalah pembangungan dek itu, Saya selaku KASI
Pembangunan 'di ' K€lurahan Galenta ini, selaln memonitoring
pembangunan yang sedang berjalanan. Dan apabila pembangunan
tersebut selesai, semua yang terpakai pada pembangunan tersebut
saya laporkan kemasyarakat untuk menghindari hal hal yang tidak
diinginkan salah satunya yaitu masyarakat protes akan transparansi
anggaran di Kelurahan ini tidak berjalan dengan baik ”.(Hasil
wawancara AM, 28 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait
Ketersediaan dan  Aksesibilitas Dokumen disimpulkan bahwa
memonitoring pembangunan yang sedang berjalan merupakan langkah
yang ditempuh oleh pihak kelurahan agar mereka tidak terjadi protes
terhadap pembangunan yang sedang berlangsung di Kelurahan Galonta.

Dengan memonitoring ini, anggran yang terpakai sangat jelas
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Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait Ketersediaan dan
Aksesibilitas Dokumen dengan Tokoh Masyarakat Kelurahan Galonta
yang mengatakan bahwa:

“Kalau untuk transparan$i anggaran di Kelurahan Galonta ini dek,
Saya rasa sudah berjalan dengan baik. Buktinya lurah sekarang ini
selalu menyampakan atau memberikan kami  pemahaman
mengenai berapa anggaran atau dana yang mereka pakai misalnya,
dalamshal pembangupar, yelokarn atan saran@elahraga. Dengan ini
kami_pun sangat terbantu dengan keicrsediaan dan transparansi
daga Kelurahan Galonta '(basil) wawdrdcara MA. 28 Desember
2020)

Beraasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait
Ketersediaan dan  Aksesibilitas Dokumen dapat disimpulkan bahwa
dengan nichjabaiaya Lurah yang) sekarang ini, ia selalu memberikan
pemahaman kepada masyarakat akan  pentingnyarkerkutsartaan mereka
dalam ‘penyamipajan laporan pertanggune jawaban méngenai anggran yang
terpakai disetiap perabangunan.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait Ketersediaan dan
Aksesibilitas Dokumen dengan Kepala Lingkungan yang mengatakan

bahwa :

“Penyampaian  laporan  pertanggung jawaban  mengenai
transparansi pengelolaan dana kelurahan, Selalu mengundang dari
beberapa lapisan masyarakat seperti saya ini yang sering di undang
apabila ada laporan pertanggung jawaban mengenai jumlah
anggaran yang keluar pada pembangunan tersebut.”. (Hasil
wawancara AR, 28 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait
dengan Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen dapat disimpulkan

bahwa dengan menghadirkan beberapa lapisan masyarakat untuk serta
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dalam pembahasan dana kelurahan merupakan suatu hal yang sangat
penting untuk keterbukaan pihak Kelurahan Galonta ke masyarakatnya.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait Ketersediaan dan
Aksesibilitas Dokumen Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen dengan
Masyarakat Kelurahan'Galonta yang mengatakn bahwa:

“Ketersediaan infortias) dan aksebilitas dokumen yang mengenai
penyampaian, tentang/Dana Alokasi /Jimam (DAL ) saya rasa itu
sudah sangal jelas dan tidak-lagi mendnbulkan kesalahpahaman
bagi masyarakat . Déngan ini'Saya 1352 DALY ini dapat tersalurkan
dengan baik. Pak lurah yang sekarang ini sclalu menyediakan
informasi secara jelas dan detail mengenai dokumen perencanaan
peisibangunan dan laporan perianggung jawaban  apabila
pembangunan tersebut selesai”(Hasil wawancara | FR, 28
Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informah di’ atas terkait
Ketersediaan_ dan Aksesibilitas Dokumen disimipulken/ bahwa kejelasan
mengenal | Dana/ Alokasi__Umum  (DAU) .diy Kelurahan Galonta
kemasyarakat imi sudah tersalutkan, depgain baik. Hal ini membuktikan
dengan anggaran yang (ransparan dan itu memudahkan masyarakat
mendapatkan informasi yang sangat jelas.

Selanjutya terkait dengan Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen
Jika dikaitkan dengan hasil observasi selama di lapangan dapat diketahui
bahwa dalam ruang lingkup Kelurahan Galonta dalam hal transparansi
anggaran sudah sangat jelas dan masyarakat pun disana mendapatkan
informasi yang sangat jelas mengenai anggaran yang terpakai dalam tiap

tahunnya.
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2. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya

Pemberian informasi kepada masyarakat merupakan hal yang harus
dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Galonta dengan tujuan memberikan
kejelasan kepada masyarakat niéngenai pengelolaan keuangan Kelurahan
yang di lakukan olehPemerintah Kelurahan Galonta dana alokasi umum
secara menyelurub Informasi yang diberikan oleh<Pemerintah Kelurahan
Galonta'dapat dilakukan dengan czra memberikandnformasi terkait dengan
data pengeiclaan keuangan kelurahan dari proses perencanaan,
pelaksanaan hingga, laporan akhir terkait dengan pengeiolaan kenangan
kelurahan yaite Dana Alokast Umum (DAU).

Beidasarkan hasil wawancara terkait Penyedia infoimasi yang jelas
tentang prosedur, dan biaya dengan Kepala Kantor Kelirahan Galonta yang
mengatakan :

“Saya rasa tujuan penyedia informasi yang jelas tidak lain hanya
untuk ‘memberikan kcjslasan kepada masyarakat Galonta tentang
pengelolaan keuangan di Kelurahan ini. Dengan ini saya selaku
Lurah di Galonta terus kepada semua staff kelurahan disini agar
lebth detail dalam membuat laporan pertanggung jawaban
mengenai beberapa pembangunan yang sudah terlaksana di
Kelurahan Galonta ini.” (Hasil wawancara ,IA 28 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas bahwa
terkait Penyedia informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya dapat
disimpulkan bahwa tujuan penyampaian informasi yang sangat jelas
kemasyarakat Galonta tidak lain untuk memberikan mereka pemahan serta
memberikan kejelasan mengenai arah penyaluran Dana Alokasi Umum

(DAU).
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Selanjutnya Berdasarkan  hasil wawancara terkait Penyedia
informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya dengan Bendahara Kantor
Kelurahan Galonta yang mengatakan bahwa

“Kalau masalah dana_dék; itu meupakan hal yang sangat sensitif
terhadap masyarakat di' Kelurahian Galonta. Dengan arahan dari
Pak Lurah disini untuk lebih detai! dalam pengelolaan anggaran
agar tidak‘terjadi kesalah pahaman aniara staff kelurahan dengan
masyarakat kelrahail Galonta. Penyediaan informasi ini berupa
laporan periauggung jawaban (LPJ)’/(Fasil wawancara SH, 28
Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait
Penyedia informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya disimpulkan
bahwa Laporan Pertanggung Jawaban merupakan arahan dari lurah
Galonta univk penyedia sarana informasi kesemus masyarakat karena hal
ini merupakan hal vang sangat sensitif.

Selanjutnya. Berdasarkan  hasil wawancara terkait Penyedia
mformasi| yang jelas ~teitang, prosedur hdan biaya dengan KASIL
Pembangunan Kantor Kelurahan Galonta yang mengatakn bahwa:

“Saya selaku KASI Pembangunan di Kelurahan Galonta ini sefalu

memonitoring jika ada pembangunan yang sedang berlangsung.

Dengan memonitoring pembangunan tersebut merupakan bahan

saya apabila ada laporan pertanggung jawaban nantinya. Jadi tidak

ada kekeliruan mengenai berapa anggaran yang keluar atau jangka
berapa bulan pembangunan ini bisa selesai. Itulah sebabnya setiap
ada kegiatan atau pembangunan yang sudah terlaksana, kami
harapkan masyarakat hadir apabila ada laporan pertanggung

Jawaban dari pihak Kelurahan Galonta ini” (Hasil wawancara AM,
28 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait

Penyedia informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya disimpulkan
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bahwa KASI Pembangunan Kelurahan Galonta selaln melakukan
monitoring pembangunan yang sedang berjalan. Dengan Memonitoring
pembangunan inmi, tidak akan ada lagi kekeliruan mengenai berapa
anggaran yang dikeluarkan dipemibangunan tersebut.

Selanjutnya Befdasatkan hasil wawancara terkait Penyedia
informasi yang jelas tentang.proscdur dan biaya Penyedia informasi yang
jelas tentang prosecur dan biava dengan Tokoh' Masyarakat Kelurahan
Galonta yang mengatakan bahwa:

“Uniuk mcmperoleh informasi mengenai pcngelolaan Dana
Alokasi Umum (DAU). Dapat juga dilihat dari papan informasi
yag tersedia di Kelurahan Galonta atau masyarakat ikut serta dalam
laporan pertanggung jawaban jika pembangunan sudah selesai. Ini
sangzt membantu masyarakat memperoleh informasi yang sangat
jelas.”(Hasil wawancara MA, 28 Desember 2020)

Berdasarkanyhasil wawancara dencan infornian di atas terkait
Penyedia informdsi\yang jelas tentang proscdur dan biaya dapat
disimpulkan bahwa LPJ merupakan hal'sangat penting untuk masyarakat
Galonta karcna dengan ini mercka pun dapat memperoleh informasi yang
sangat jelas.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait Penyedia
mformasi yang jelas tentang prosedur dan biaya dengan Kepala
Lingkungan yang mengatakan bahwa :

“Semenjak lurah yang sekarang inibentuk penyedia informasi

kepada lapisan masyarakat sudah terlaksana dengan baik. Buktinya

masyarakat sekarang di Kelurahan Galonta sudah memahami dan
mengerti tentang bagaimana alur pengelolaan Dana Alokasi Umum

( DAU) dikelurahannya. Dengan begitu sarana penyedia informasi
tentang prosedur dan biaya saat pembangunan infrastruktur di

A
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kelurahan Galonta sudah sangat jelas”. (Hasil wawancara AR, 28
Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait
dengan Penyedia informasi yang/jelas tentang prosedur dan biaya dapat
disimpulkan bahwa penyedia sarana informasi untuk lapisan masyarakat
sampai saat ini sudah terlaksana dengan baik.

Selanjutnya . Derdasarkan  hasill, wav ancara fterkait Penyedia
infofmasi yang<jelas tcniang: prosedui’ dan, biaya® dengan Masyarakat
Kelurahan Galonta yang mengatakn bahwa:

“Dengan ketersediaan informasi jelas mengenai alur anggaran di
kelurahan ini, tidak akan ‘ada lagi pertanyaan pertanyaan yang
tirybul mengnai kenapa anggaran pembangunan i begitu banyak.
Nah ‘hal ini yang kami hindari. Dengan pelaporan mengenai
anggaran.yang terpakai tersebut sangat bergunan bagi masyarakat
karena disitu sapgat sangat jelas rincian biays serta rincian bahan
bangunan  yang dipakai”.(Has'! wawancata? FR, (28 Desember
2020).

Berdasarkan hasil' svawancaraVdcigan informan di atas terkait
Penyedia informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya disimpulkan
bahwa kejelasan informasi mengenai prosedur biaya atau anggaran
kelurahan yang terpakai tiap tahunnya sangatlah perlu diketahui oleh
masyarakat di Kelurahan Galonta untuk memberikan mereka pemahaman
pemahaman jelas tentang anggaran kelurahan.

Selanjutya terkait dengan Penyedia informasi yang jelas tentang
prosedur dan biaya jika dikaitkan dengan hasil observasi selama di
lapangan dapat diketahui bahwa selama penelitian dilapangan dalam hal

penyedia informasi kemasyarakat sudah tersampaikan dengan baik
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sehingga masyarakat yang di Kelurahan Galonta ini sudah mengetahui
anggran yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan dalam mengadakan
pembangunan tiap tahunnya. Untuk itu masyarakat disana juga tidak
mempertanyakan anggrannya karenapihak Kelurahan sudah menyediakan

sarana bagi mereka yang ingin mengetahuinya:

. Kemudahan Akses Informasi

Kelurahau vang terbukz, berarti kesediaan Pemerintah Kelurahan
untuk senaniiasa memberikan informasi fakiual mengenai berbagai hal
yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan Pemerintahan. Hal
tersebut dapat dilakukan dengan cara meclibatkan masyarakat untuk
berpartisipasi dalam proses pengelolaan kevangan Kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait Kcmudahai akses informasi
dengan Kepala Kantonikelurahan Galonta yang mengatakan ;

“Dengan melibatkan beberapa lapisan\masyaraakat dalam rangka
proses pengelolaas kcuangan kelurahan, saya rasa ini merupakan
cara yang sangat efekiif bagi masyarakat di Kelurhan Galonta ini
untuk mengakses informasi mengenai pengelolaan Dana Alokasi
Umum (DAU). Pentingnya informasi terhadap masyarakat ini agar
tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dan staff di
Keluraan Galonta imi”.(Hasil wawancara 1A,28 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas bahwa
terkait Kemudahan akses informasi dapat disimpulkan bahwa keterlibatan
masyarakat dalam hal pengelolaan dana keuangan di Kelurahan Galonta
merupakan hal yang sangat efektif tanpa adanya kesalahpahaman antara

masyarakat dan pihak Kelurahan Galonta.
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Selanjumya Berdasarkan hasil wawancara terkait Kemudahan
akses informasi dengan Bendahara Kantor Kelurahan Galonta yang
mengatakan bahwa :

“Adapun cara yang kami ytempuh untuk memudahkan dalam
memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengeloaan
keuangan salah satunya waitu, hkami mengajak mereka
berpartisipasi dan ikut serta dalam pelaporan pertanggung jawaban.
Dengafi keterbukaan.dalam hal pendanaan watuk pembangunan di
Ke€lurahan, -Saya ‘rasa masyarakai/ dikelurahan, Galonta ini
sepenuhnja bisa meinperolchoinformasi $atig sangat jelas”. (Hasil
wawarncara SH, 28 Desember 2020)

Bcrdasarkan hasil wawancara dengan informen di atas terkait
Kemudahan akses informasi disimpulkan bahwa dalam hal keterbukaan
dana untuk pembangunan adalah hal kemudahan akses informasi bagi
masyarakat mengenai pengeloaan Dana AlokasitUmmmn 'di Kelurahan
Galonta terebut’

Selanjutnya‘\Berdasarkan  hasil wawaneara terkait Kemudahan
akses informasi dengan KASL Pembafigunan Kantor Kelurahan Galonta
yang mengatakn bahwa:

“Memudahkan masyarakat memperoleh informasi sangat berguna
sekali bagi mereka., Menagapa saya katakan demikian, karena
informasi mengenai anggaran pembangunan ini perlu juga
diketahui bagi mereka. Apabila mereka tidak terbuka mengenai
anggaran tiap tahunnya, pasti masyarakat mempertanyakan hal
tersebut, otomatis pasti mereka memprotesnya.” (Hasil wawancara
AM, 28 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait
Kemudahan akses informasi disimpulkan bahwa apabila ada pembangunan

yang sudah terlaksana di Kelurahan Galonta ini, pihak kelurahan selalu
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membuat laporan anggaran yang sudah terpakai pada pembangunan
tersebut. Dengan membuat laporan ini, Masyarakat di Kelurahan Galonta
sangat mudah mengakses informasi.

Selanjutnya Berdasarkdn . hasil wawancara terkait Kemudahan
akses informasi dengan Tokoh Masyarakat, Kelurahan Galonta yang
mengatakan bahwa:

“Saya sanpdilsetujn dengan- langkah{vang diambil oleh pihak

Keluragan Galonta untuk memudahkan masvarakatnya mengakses

mformasi. Dengan melibatkan masyarakat tersebut, masyarakat

Juga tkut berpartisipasi dalam proses pengelolaari kenangan. Untuk

itu_saya hitbau juga kepada seluruh masyarakai Galonta untuk

mengawal pembangunan yang ada di Kelurahan kita ini agar tidak

terjadi  nantinyakesalah pahaman”(Hasil wawancara MA, 28
Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informian di atas terkait
Kemudahan akses informasi dapat disitapulkan bahwa langkah yang
sangat tepat diambi}) oleh pihak kelurahon «démi memberikan akses
mformasi ke masyarakat. Dengan ini masyarakata Galonta Juga ikut serta
dalam mengawal pembangunan yang akan dilaksanakan di Kelurahan
Galonta.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait Kemudahan
akses informasi dengan Kepala Lingkungan yang mengatakan bahwa :

“Untuk akses informasi masalah pengeloaaan dana Kelurahan.
Lurah Galonta selalu memberikan informasi yang sangat faktual
dan terbuka. Hal penting dalam kemudahan akses informasi ini
sangat berguna demi kelancaran pembangunan, Karen ajika tidak
ada informasi ke masyarakat ia takutkan akan menimbulkan
kecurigaan masyarakat dan pasti masyarakat berfkiran ke
kelurahan adanya korupsi dana pembangunan tiap tahunnya”.
(Hasil wawancara AR, 28 Desember 2020)
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Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait
dengan Kemudahan akses informasi dapat disimpulkan bahwa mengindari
kecurigaan masyarakat ke pihak Kelurahan Galonta dengan cara
memberikan akses mengenaigpengelolaan dana yang ada di Kelurahan
Galonta. Gun acara tefSebut adalah untuk fidak menimbulkan hal hal yang
tidak diinginkan oleh masyarakat, maupun pihak kelurahan.

Selanjutnya”Berdasarkan || hasil wawancara terkait Kemudahan
akses infonuasi dengan Masyarakat Kelurahan Galoria yang mengatakn
bahwa:

“Saya rasa kemudahan = dalam —akses informasi bagi kami
masyarakat sudah sanpat- jelas. Dan kami-juga mengetahui
beberapa info penting selama pembangunan dan pengélolaan Dana
Alokasi Umum (DAU) di Kelurahan kami. Jika ‘ndak ada informasi
sampsl kepada kami  masyarakatpastinya. ‘kami masyarakat
bertanye Tanya kenapa pihak kelurahan tidakl terbuka dalam hal
penyampaian dasa pengelolaan untuk pembangunan ini”.(Hasil
wawancara FR. 28 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait
Kemudahan akses informasi disimpulkan bahwa jika tidak ada informasi
sampai di masyarakat mengenai pembangunan di Kelurahan Galonta ini,
pihak masyarakat pun akan mepertanyakan kinerja Kelurahan Galonta
contohnya dala hal pemabngunan.

Selanjutya terkait dengan Kemudahan akses informasi jika
dikaitkan dengan hasil observasi selama di lapangan dapat diketahui
bahwa dalam hal ini Kelurahan Galonta sudah memberikan kemudahan

akses informasi mengenai anggaran pembangunan yang sudah terlaksana
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ditiap tahunnya. Dengan ini masyarakat pun tidak bertanya tanya
mengenai dana yang terpakai setiap tahunnya dalam hal pembagunan.
. Menyusun mekanisme pengadaan jika terjadi pelanggaran
Keterbukaan Pemerintah Kelurahan Galonta dalam memberikan
informasi terkait pengélolaan DAU yang dapat di akses oleh masyarakat
melalui laporan’ tealisasi dan | laporan pertanggungjawaban. Realisasi
berbentiik rancangan: peraturan dacrah teéniang pertanggung jawaban
pelaksanaan keuangan Kelurahan.
Berdasarkan hasil wawancara terkait Menyusun mekanismen
pengadaan jika rerajadi pelanggaran dengan Kepala Kantor Kelurahan
Galonta yang mengatakan :

" Untuk menghindan terjadinya pelangcaran tefhadap mekanisme
pengadean pembangunan. Saya selaku Kepala-Kelurahan Galonta
memberkan informasi| kepada masyarakar. saya berupa bentuk
rancangan ¢ pcraturan-daerah dan lapotan) pertanggung jawaban
pelaksanaan kciranpan. Hal ini saya lakukan untuk menghndari
pelanggaran-pelanggarati dan kemudahan bagi semua masyarakat
saya memperoleh informasi vang akan dilaksanakan.” (Hasil
wawancara [A,28 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas bahwa
terkait Menyusun mekanisme pengadaan jika terajadi pelanggaran dapat
distmpulkan bahwa dalam menghindari pelanggaran mengenai mekanisme
pengadaan pembangunan, pihak Kelurahan selalu memberikan informasi
yang sangat jelas ke masyarakat Galonta. Untuk itu mereka juga harus

mengetahui bagaimana sistem khususnya dalam hal mengenai pengelolaan

Dana Alokasi Umum,
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ditiap tahunnya. Dengan ini masyarakat pun tidak bertanya tanya
mengenai dana yang terpakai setiap tahunnya dalam hal pembagunan.
. Menyusun mekanisme pengadaan jika terjadi pelanggaran

Keterbukaan Pemerintah Kelurahan Galonta dalam memberikan
informasi terkait pengélolaan DAU yang dapat di akses oleh masyarakat
melalui laporan' realisasi dan | laporar pertanggungjawaban. Realisasi
berbentik fancangan peraturan dacrah tentérié pertanggung jawaban
pelaksanaar kcuangan Kelurahan,

Berdasarkan hasil wawancara terkait Menyussn mekanismen
pengadaan jika terajadi pelangparan dengan Kepala Kantor Kelurahan
Galonta yanig mengatakan :

- Untuk mienghindan terjadinya pelangcaran tediadap mekanisme

pengadaan pembangunan. Saya selakuiKepali-Kelurahan Galonta

memberikan informasi kepada masyarakai saya ‘berupa bentuk
rancangan ‘peraturan daerah dan laponan pertanggung jawaban
pelaksanaan keirangan Hal ini saya lakukan untuk menghndari
pelanggaran-pelanggaran-dan kemudahan bagi semua masyarakat

saya memperoleh informasi yang akan dilaksanakan.” (Hasil
wawancara 1A 28 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas bahwa
terkait Menyusun mekanisme pengadaan jika terajadi pelanggaran dapat
disimpulkan bahwa dalam menghindari pelanggaran mengenai mekanisme
pengadaan pembangunan, pihak Kelurahan selalu memberikan informasi
yang sangat jelas ke masyarakat Galonta. Untuk itu mereka juga harus
mengetahui bagaimana sistem khususnya dalam hal mengenai pengelolaan

Dana Alokasi Umum.
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Selanjutnya Berdasarkan  hasil wawancara terkait Menyusun
mekanisme pengadaan jika terajadi pelanggaran dengan Bendahara Kantor
Kelurahan Galonta yang mengatakan bahwa :

“Hal yang paling ditakifi bagi saya sendiri yaitu apabila terjadi

pelanggaran. Misalfiya tidak ada,informasi masuk kemasyarakat

mengenai infonmasi dana kelurahan)yang dipakai membangun
untuk tahdn ani. Otomatis mereka pasti menagih berapa rincian
danayang dikelarkan uniuk pembangunan faliun ini. Maka dari itu
perlunya dafa yang real, data yaig/berdasakan, dari lapangan
mengenai wiincian | biayd. dalam- pembafigunan untuk tahun ini

kemudian disampaikan ke masyarekai”(Hasii wawancara SH, 28
Deseanaber 202¢)

Berdasarkan hasi! wawancara dengan informan di atas terkait
Menyusun mekanisme penigadaan jika ferajadi pelanggaran disimpuikan
bahwa apabila -terjadi pelanggaran delam hal pemberian informasi ke
masyarakat ity tidak erlaksana, maka dari itu_akan2da beberapa pihak
masyarakat yang _bertanya luengenai dana pembangunan yang ada di
Kelurahan galonta.

Selanjutmya  Berdasarkan  hasil wawancara terkait Menyusun
mekanisme pengadaan jika terajadi pelanggaran dengan KASI.
Pembangunan Kantor Kelurahan Galonta yang mengatakan bahwa:

“Pembangunan pembangunan yang sudah terlaksana dikelurahan
Galonta dari tahun ketahun selalu dibuatkan laporan pertanggung
Jjawaban (LPJ ). Guna pelaporan ini sebagai bahan informasi bagi
masyarakat Galonta dalam hal mengawal atau ikut serta dalam
pembangunan di Kelurahan Galonta ini. Pelaporan ini juga
menghindari yang namanya pelanggaran-pelanggaran  (Hasil
wawancara AM, 28 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait

Menyusun mekanisme pengadaan jika terajadi pelanggaran disimpulkan
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bahwa setiap tahunya pembangunan yang sudah terlaksana di Kelurahan
Galonta ini setiap tahunya selalu dibuatkan Laporan. Ini juga sangat
berguna bagi masyarakat karena pada laporan inilah dapat memperoleh
informasi yang jelas.

Selanjutnya _Berdasarkan  hasil wawancara terkait Menyusun
mekanismen_opengadaan _ jike ' terajadi - pelanggaran dengan Tokoh
Masyarakat Kelw atian Galonta yang inengatakan‘hahwa:

“Periunya langkah yang sangat matang bagi pihak kelurahan untuk
mcrhyampaikan tentang pengelolaan Dana Alokzsi Umum (DAU).
Schelum | menyampaikan  informasi ini larusnya mengevaluasi
terlebih dahulu jangan sampai data yapg mercka informasikan
kemasyarakat —Galonta » tidak sesuai dengan ‘data 'yang ada
dildpangan mengenai miician biaya pembanguoan di Kelurahan
Gaionta tiap tahunnya.”(Hasil wawancara MA, 28 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait
Menyusun mekatdsmen - pengadaan . jika terajadi pelanggaran dapat
disimpulkan bahwa langkah, yong matang sangat diperlukan sebelum
menginformasikan pengelolaan dana keluarahan ke masyarakat Galonta.
Harus mengevaluasi terlebih dahulu mengenai laporan keuangan ini agar
tidak terjadi yang namanya pelanggaran.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait Menyusun
mekanismen pengadaan jika terajadi pelanggaran dengan Kepala
Lingkungan yang mengatakan bahwa :

“Untuk mencegah terjadinya pelanggaran, mekanisme yang
dilakukan pihak Kelurahan itu harusnya menyampaikan data yang
sesuai terjadi di lapangan. Jangan memberikan data palsu
kemasyarakat karena itu bisa menimbulkan pertanyaan bagi
mereka. Tapi saya lihat lurah yang sekarang ini sebelum
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memberikan informasi kemasyarakatnya, ia terlebih dahulu
mengecek apa betul atau masih ada kesalahan untuk dana
pengelolaan pembangunan tersebut”. (Hasil wawancara AR, 28
Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawaficara dengan informan di atas terkait
dengan Menyusun mekanisSmen pengadaanjika terajadi pelanggaran dapat
disimpulkan bah#a ‘menyampaikan data yang) sesuai dilapangan ini
merupakafl cara un(uk ‘méncegah terjadioya, pelanggaran dalam hal
pengelolaan Dana Alokas: Umum (DAU).

Selamutnya Berdasarkan  has{l wawancara terkait Menyusun
mekanismen pengadaan jika terajadi pelanggaran dengan Masyarakat
Kelurahan (alonta yang mengatakn bahwa:

“Sampa)_sekarang ini yang saya lihat, Kalaw ugtuk masalah
pelanggaran ‘mengenai mekanisme pengelolazil/ Saya lihat tidak
ada pelanggaran ‘buktinya : apa vang katpi’ dapat dilapangan
mengenai pengeloiaan Dana Algkasi Umum ((DAU) sesuai yang
dilaporkan ©Olfi pihak kelurahan. Dedgan’ ini pengelolaan Dana
Algkasi Umuni o DAU) untuky Kelirahan Galonta saya katakan
sudah  bejalan sesuai - apa yang kami harapkan dari
sebelumnya” (Hasil wawancara FR, 28 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait
Menyusun mekanisine pengadaan jika terajadi pelanggaran disimpulkan
bahwa sampai sekarang ini dengan keterbukaan mengenai pengeloaan
Dana Alokasi Umum (DAU), sudah tidak ada pelanggaran pelanngaran
yang terjadi. Karena itu merupakan data yang disampaikan ke masyarakat
sesuai dengan data yang diperoleh dilapangan.

Selanjutya terkait dengan Menyusun mekanisme pengadaan jika

terajadi pelanggaran jika dikaitkan dengan hasil observasi selama di
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lapangan dapat diketahui bahwa dalam menyusun mekanisme pengadaan

Jika terjadi pelanggaran. Pihak kecamatan sebelum menyampaikan

kemasyarakat mengenai pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU)




BAB Y

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1asan yang telah dilakukan
d 1/ D ”.I Al\. Di, Kelurahan Galonta,
Q‘ "P‘ E\Aos M@‘?
Q/ WA 44, <,
\\\\\“'h///

tiap tahunnya.

Pihak Kelurahan sudah menyediakan sarana bagi mereka yang ingin
mengetahuinya.

3. Kemudahan Akses Informasi dapat diketahui bahwa: dalam hal ini
Kelurahan Galonta sudah sangat baik dalam memberikan kemudahan
akses informasi mengenai anggaran pembangunan yang sudah terlaksana
ditiap tahunnya. Dengan ini masyarakat pun tidak bertanya-tanya lagi

mengenai dana yang terpakai setiap tahunnya dalam hal pembagunan.
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4. Menyusun mekanisme pengadaan jika terjadi pelanggaran dapat diketahui

bahwa dalam hal menyusun mekanisme pengadaan jika terjadi
pelanggaran. Pihak kecamataf .sébelum menyampaikan kemasyarakat
mengenai pengeloaan Dana Alokasi Umum (DAU) mengecek ulang
terhadap datayang mereka-peroleh dilapangan Jika data tersebut tidak
sesuaidengan datayang ada didapaigan mereka'zkan menyusun kembali
sebelum mesnyampaikan kemasyarakat karena hal tersebut bisa membuat

masyarakai mempertanyakan kebenaran data tersebut.

B. Saran

Adapur beberapa saran-saran yang berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan yang telah dgilakukan mengenai Transparadsi Pengelolaan Dana

Kelurahan Di Kelurahzn Galonta; Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang

yaitu:

1.

Pihak kelurahan harus lebih teliti mengenai penyampaian anggaran
pembangunan ke masyarakat agar masyarakat di Kelurahan Galonta
mendapatkan informasi yang sangat jelas.

Pihak Kelurahan juga harus mengikut sertakan masyarakat, agar
masyarakat dapat mengetahui bagaiamana alur dana pembangunan di
Kelurahan Galonta demi terlaksananya pembangunan yang merata.

Pihak Kelurahan harus membangun kerja sama yang baik antara
masyarakat dengan Kelurahan Galonta agar pada saat laporan pertanggung

jawaban tidak terjadi kesalah pahaman.
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